
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kabupaten Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : W MUSYAFIRIN

Jabatan : BUPATI SUMBAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 17 Juli 2019



PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

 

W MUSYAFIRIN

NIP.

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2026

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Kemandirian
Koperasi dan UMKM

1.1. Pertumbuhan volume usaha
Koperasi

Persentase
(%)

3,7

1.2. Laju pertumbuhan nilai usaha
UMKM

Persentase
(%)

19,05

2 Meningkatnya Nilai Tambah
Perdagangan

2.1. Tingkat Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan

Persentase
(%)

8,00

3 Meningkatnya Produktivitas IKM 3.1. Rasio PDRB Industri
Pengolahan

Persentase
(%)

0,34

3.2. Laju pertumbuhan nilai
produksi IKM

Persentase
(%)

22,5

4 Meningkatnya Kinerja Internal
Perangkat Dearah

4.1. Nilai AKIP Perangkat Daerah Poin 65



No Program Anggaran (Rp) Sumber

1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 16.841.200,00

2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 17.641.500,00

3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 105.514.500,00

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 163.772.680,00

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

368.199.750,00

6 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.040.571.000,00

7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

2.202.720.010,00

8 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING

129.261.610,00

9 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 169.060.000,00

10 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

35.751.410,00

11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.361.592.600,00

12 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 14.479.550,00

13 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

58.009.250,00

14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.846.138.420,00

TOTAL 24.529.553.480,00
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